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Kesehatan lingkungan hidup di abad 21 merupakan topik penting yang mengundang 
banyak peneliti dan politisi dunia untuk berbicara. Civic Ekologi merupakan sebuah 

gerakan yang sejalan dengan salah satu dari tujuan Sustainable Development Goals 
(SDGs) tentang lingkungan hidup. Pendidikan civic ekologi menjadi topik baru yang 

ada di dalam dunia pendidikan Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif studi 

kasus penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendidikan civic ekologi yang ada 
di sekolah Indonesia. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, mengkode data, 

dan membuat simpulan. Data penelitian bersumber dari guru Pendidikan 
Kewarganegaraan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan civic 

ekologi di Indonesia masih banyak mengalami kendala dari aspek sarana, biaya, 
kurikulum, dan dukungan dari pemerintah, serta dua pusat pendidikan lain keluarga 

dan lingkungan sosial masyarakat. 

ABSTRACT 

Environmental health in the 21st century is an important topic that invites many researchers and 

world politicians to speak. Civic Ecology is a movement that is in line with one of the goals of the 
Sustainable Development Goals (SDGs) on the environment. Civic ecology education is a new 

topic in the world of Indonesian education. Using a qualitative case study approach, this research 
aims to explore civic ecology education in Indonesian schools. Data analysis was carried out by 
reducing data, coding data, and making conclusions. The research data came from Civic 

Education teachers in Indonesia. The results of the study showed that civic ecology education in 
Indonesia still experiences many obstacles in terms of facilities, costs, curriculum, and support from 

the government, as well as two other educational centers, namely the family and the social 

environment of the community. 

 

Pendahuluan 

Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat bergantung dengan suplai sumber daya alam. 
Manusia menjadi sangat agresif dalam dua dekade terakhir dalam mengeksploitasi sumber daya alam 
untuk kebutuhan hidup. Penelitian Barbir et al. (1990); Brookfield (1999); Hassan et al. (2021); Liu et 
al. (2021) memberikan informasi kerusakan lingkungan yang terjadi mayoritas disebabkan oleh 
tindakan dan aktivitas umat manusia dari dua dekade terakhir dengan berakibat cukup fatal terhadap 
kelangsungan hidup manusia saat ini.  

Civic ekologi merupakan pembahasan hangat karena mengenai permasalahan lingkungan. 

Oikawa (2014) mengungkapkan bahwa masyarakat di abad 21 saat ini menghadapi masalah krisis 
lingkungan. Masalah tersebut beragam dari berbagai macam pencemaran  di air, udara, darat dan 
berbagai macam kerusakan lingkungan yang lain (Santoso et al., 2022). Topik civic ekologi 
merupakan pembahasan yang sejalan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) yang 

salah satunya berfokus kepada melindungi lingkungan.  

Program Sustainable Development Goals (SDGs) kita tahu bersama menargetkan seluruh 

programnya dapat tercapai di tahun 2030 (Yamey et al., 2014). Tentu hal ini memerlukan kerja sama 
dan andil dari seluruh komponen negara. Pemerintah, masyarakat umum, akademisi, praktisi segala 
bidang, dan seluruh warga negara memiliki peran yang sama dalam mewujudkan tujuan dari 
Sustainable Development Goals (SDGs). 
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Civic ekologi merupakan sebuah gerakan masif yang bertujuan mewujudkan karakter peduli 

lingkungan pada setiap warga negara. Godrej (2012) menyatakan bahwa civic ekologis akan dapat 
memberikan bekal kepada setiap warga negara terkait pengetahuan lingkungan, hak dan kewajiban 
warga negara terhadap lingkungan. Hal itu bermuara kepada partisipasi aktif setiap warga negara 
dalam mengatasi masalah lingkungan dan kelestarian lingkungan. 

Pemisahan sampah, daur ulang, pengompasan, biometanisasi, biogas merupakan beberapa 
solusi yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk membiasakan diri dan mengubah perilaku 
terhadap pelindungan lingkungan alam (Anantharaman, 2014). Hal ini dikarenakan, sikap dan 
perilaku manusia sendirilah yang telah melahirkan kebijakan dan pola hidup yang menghancurkan 
lingkungan hidup termasuk kehidupan manusia (Keraf et al., 2014). Hal itu dibuktikan dengan hasil 
penelitian di banyak negara menunjukkan pola sebab dan akibat yang sama pada permasalahan 
lingkungan (Behuria, 2021; Debrah et al., 2021; Gani, 2021). 

Sekolah merupakan salah satu tempat pendidikan bagi umat manusia yang paling terencana 

dan tertata jika dibandingkan dengan lingkungan pendidikan lain seperti lingkungan sosial bahkan 
keluarga. Pendidikan kewarganegaraan dianggap domain pengajaran yang paling banyak dalam 
pembentukan karakter seorang peserta didik di sekolah (Revell & Arthur, 2007). Namun, bekal yang 
terbatas pada guru seperti di inggris dan Amerika sangat mempengaruhi pendidikan karakter di 
sekolah (Dorothy, 2004; Revell & Arthur, 2007). Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan dapat 
mengeksplorasi pendidikan civic ekologi di Indonesia. 

Literatur Review 

Praktik civic ekologi merupakan tindakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang 
diambil untuk meningkatkan infrastruktur hijau, jasa ekosistem, dan kesejahteraan manusia di kota 
dan lanskap yang didominasi (Krasny et al., 2014). Konsep tersebut sesuai dengan makna ekologi 
sebagai pemahaman dan keterikatan makhluk hidup dengan lingkungannya (Karatekin & Uysal, 
2018). Oleh karena itu, pendidikan civic ekologi memiliki peran besar dalam membangun karakter 
siswa terhadap segala tindakan terhadap lingkungan alam. 

Pengetahuan civic ekologis merupakan pemahaman warga negara tentang masalah lingkungan, 
status, hak, dan tanggung jawab dalam mengelola lingkungan mengatasi masalah lingkungan, dan 
mempromosikan kehidupan manusia yang positif dan berkelanjutan dengan lingkungan (Clarke & 
Agyeman, 2011; Gebbels et al., 2011; Godrej, 2012; Schild, 2016). Sebagai suatu pemahaman, maka 
civic ekologi memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun partisipasi warga negara dalam 
aktivitas peduli lingkungan. Sari et al. (2020) menyatakan bahwa civic ekologis dapat berfungsi 
sebagai pembimbing manusia dalam bersikap dan berperilaku terhadap alam terutama dalam kajian 
menjaga kelestarian lingkungan. 

Civic ekologis merupakan sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia 
dengan lingkungan, yang di dalamnya terdapat unsur kepedulian dan kesadaran, yang kemudian 
diaktualisasikan dalam bentuk perilaku yang aplikatif melalui kebiasaan dan kegiatan berbasis peduli 
lingkungan (Sari et al., 2020). Menurut Simmon terdapat tujuh indikator yang dapat menyadarkan 
individu tentang kelestarian lingkungan: (1) moralitas yang terkait dengan masalah lingkungan; (2) 

keterampilan komunikasi; (3) kesadaran lingkungan; (4) pengetahuan tentang lingkungan; (5) 
kemampuan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan peduli lingkungan di  masyarakat; (6) 
mempraktikkan dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan dan peduli; (7) kemampuan untuk 
membawa perubahan (McBride et al., 2013). 

Civic ekologis merupakan gerakan sosial atau berupa aktivitas manusia yang berusaha untuk 
menyuarakan keadilan pada konsep kajian kerusakan lingkungan (Humphreys, 2009). Gerakan 
tersebut banyak disuarakan oleh para masyarakat pinggiran atau pedesaan yang paling merasakan 
dampak kerusakan alam oleh masyarakat perkotaan. Kabar baiknya, Indonesia sebagai negara yang 
kaya akan sumber daya alam memiliki masyarakat yang relatif kuat dalam tata kelola lingkungan 
walaupun pemerintah  masih aktor yang paling kuat dalam pengelolaan lingkungan (Shin, 2014). 
Caranya dapat dilakukan melalui LSM dan komunitas lainnya yang kompromi dan adil untuk 
mencapai keseimbangan pengelolaan sumber daya alam (Keulartz, 2018).  
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Kennedy (2011) mengatakan bahwa pengetahuan civic ekologis merupakan pemahaman yang 
harus dimasukkan sampai ke dimensi budaya dengan berbasis lingkungan. Sedangkan Anantharaman 
(2014) menyoroti pemaknaan civic ekologi adalah suatu tindakan secara sukarela oleh setiap warga 
negara dalam mata pencahariannya yang menghasilkan atau berdampak pada perilaku peduli 
lingkungan. Dapat disintesiskan bahwa pelaksanaan dan seluruh tindakan warga negara dalam 
berbagai macam kegiatan sosial, budaya, agama, dunia kerja dan yang lainnya dengan menjunjung 
tinggi kelestarian lingkungan atau ke terlindunginya lingkungan dari aktivitas manusia merupakan 
bentuk praktik civic ekologi.  

Metode 

Penelitian ini mengikuti pendekatan kualitatif dengan spesifik menggunakan jenis penelitian 
Studi Kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dianalisis secara induktif. 
Pendekatan ini dipercaya memiliki banyak cara untuk memunculkan interpretasi melalui informasi 
dari orang lain. Semua cabang kualitatif percaya bahwa untuk memahami suatu subjek adalah dengan 

melihat sudut pandang subjek itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didasarkan pada sudut 
pandang mata pelajaran yang diamati pada kurikulum 2013 khususnya 5 guru Pendidikan 
Kewarganegaraan di Provinsi Lampung dan Riau. 

Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan metode analisis Creswell & Creswell 
(2017)diantara-Nya: (1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis dengan membaca 
keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh 

dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. (2) Menganalisis lebih detail dengan mengcoding 
data. Dalam proses coding, penulis mengombinasikan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya 
(predetermined code) dan membuat kode-kode berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya 

(emerging code) (Creswell & Creswell, 2017). (3) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan 

setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah ini, penulis 

membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya. Tema-tema 
inilah yang kemudian dijadikan judul dalam bagian hasil penelitian. (4) Menunjukkan bagaimana 

deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan 
naratif ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang 
keterhubungan antar tema. (5) Langkah terakhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai 
data. Langkah ini akan membantu penulis dalam mengungkap esensi dari suatu gagasan Interpretasi 
juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang 
berasal dari literatur atau teori. 

Peneliti menegakkan consent informed dengan mengkonfirmasi dan mendiskusikan kepada 

informan penelitian bahwa mereka menyetujui penggunaan data wawancara untuk keperluan 
penelitian. Ethical Clearance penelitian ini bertujuan hanya untuk keperluan penelitian dan tidak akan 

mempengaruhi nasib informan di masa depan, serta seluruh data pribadi informan dirahasiakan yang 
digunakan sebagai data penelitian saja. Terdiri dari nama informan, identitas sekolah.  

Hasil dan Pembahasan 

Pendidikan civic ekologi merupakan langkah pendidikan bagi siswa dalam bertindak terhadap 

lingkungan hidup. Proses pelaksanaan pendidikan civic ekologi merupakan salah satu dari bentuk 
pendidikan karakter bagi siswa di sekolah yang secara dominan dibebankan kepada guru mata 
pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Revell & Arthur, 2007). Oleh karena itu, perlu diketahui 
bagaimana domain dan tingkat keberhasilan pendidikan kewarganegaraan bagi siswa.  

Kontinum Kerr (1999) memberikan klasifikasi tingkat keberhasilan pendidikan 
kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil dalam capaian maksimal 
jika pendidikan kewarganegaraan mampu mencakup pengalaman belajar dan proses belajar yang 
tidak hanya di lingkup sekolah tetapi juga di luar sekolah. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan 
akan masuk dalam capaian minimal jika pendidikan hanya dilingkup di sekolah pada suatu mata 
pelajaran. Berikut merupakan kontinum yang di berikan Kerr dalam mengklasifikasikan pendidikan 
kewarganegaraan secara minimal dan maksimal.  

Minimal Maksimal 
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Thin/tipis 

Eksklusif, Inklusif 
Civics education 

Formal 
Content led/Mengutamakan Materi 

pelajaran 
Knowledge based/ Berbasis 

Pengetahuan 
Didactic transmission 

Lebih mudah dicapai dan diukur dalam 
praktik 

Thick/tebal 

Elitist Aktivis 
Citizenship education 

Participate 
Process led/mengutamakan Proses 

pelajaran 
Value based/Berbasis nilai 
Interactive interpretation 

Lebih sulit untuk diukur baik proses 
maupun hasil pembelajarannya 

Sumber: (Kerr, 1999)  

Pendidikan civic ekologi merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang memiliki 
tujuan kepada value pribadi siswa di luar sekolah. Siswa diharapkan dapat memiliki karakter peduli 

lingkungan berdasarkan hasil dari pendidikan civic ekologi di sekolah. Tentu, sekilas rencana tersebut 
masuk dalam capaian pendidikan kewarganegaraan di tahap maksimal.  

Hasil wawancara kepada informan penelitian ditemui terdapat 3 tema pokok dalam pendidikan 
civic ekologi di Indonesia. Bermula dari paradigma guru dan siswa tentang pendidikan civic ekologi, 
Integrasi keilmuan, dan sumber daya pelaksanaan pendidikan civic ekologi di sekolah Indonesia.  

Paradigma civic ekologi 

Civic ekologi merupakan gerakan yang seharusnya dilaksanakan secara masif oleh setiap warga 
negara dunia tanpa terkecuali. Dalam konteks pendidikan, civic ekologi merupakan upaya 
pembentukan karakter seorang siswa terhadap rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan alam. 
Namun, di lapangan ditemukan paradigma beru terkait pemaknaan civic ekologi para guru 
pendidikan kewarganegaraan. 

Temuan di lapangan memberikan informasi bahwa pendidikan civic ekologi dimaknai sebagai 
pembentukan sikap dan karakter siswa dalam bertindak terhadap lingkungan. Bahkan informan SS 
menyampaikan bahwa “civic ekologi adalah cara bagaimana seorang warga negara bersikap, beretika, dan 

bertanggung jawab pada lingkungan”. Hal itu sesuai dengan klasifikasi Kerr (1999) bahwa pendidikan 

kewarganegaraan yang mampu diklasifikasikan berhasil secara maksimal tidak hanya berpengaruh 
dalam dunia persekolahan tetapi juga di luar sekolah.  

Namun, tidak hanya dimaknai sebagai cara berperilaku terhadap lingkungan alam sekitar. 
Salah seorang informan IF memaknai civic ekologi adalah sebuah perpaduan ilmu. Menurutnya 
“Civic ekologi merupakan perpaduan ilmu pengetahuan yang diperkenalkan ke Pada masyarakat mengenai 

lingkungan”. Pemaknaan tersebut sudah barang pasti memberikan peluang lain terhadap 

perkembangan civic ekologi di sekolah. Bermula dari yang difokuskan pada domain pendidikan 
kewarganegaraan secara dominan (Revell & Arthur, 2007), ternyata menurut informan penelitian 
yang merupakan guru pendidikan kewarganegaraan, civic ekologi merupakan sebuah perpaduan ilmu 

pengetahuan terhadap lingkungan.  

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan temuan sebelumnya yang sesuai klasifikasi maksimal 
dari pendidikan kewarganegaraan. Karena, pendidikan civic ekologi ternyata tidak seharusnya hanya 
dibebankan secara keseluruhan pada guru pendidikan kewarganegaraan. Hal itu akan sesuai dengan 
kontinum pendidikan kewarganegaraan secara maksimal dari (Kerr, 1999) dan akan mempertegas 
bahwa pendidikan civic ekologi merupakan bentuk pendidikan karakter terintegrasi. 

Integrasi keilmuan 

Temuan sebelumnya diikuti oleh peneliti dengan konsisten kepada semua informan penelitian 
yang didapati bahwa pendidikan civic ekologi tidak hanya berada pada domain pendidikan 
kewarganegaraan. Secara dominan para informan sepakat bahwa pendidikan civic ekologi seharusnya 
dapat terintegrasi dengan mata pelajaran lain selain pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Bahkan 
secara spesifik pada topik upaya yang dibutuhkan guru agar gerakan civic ekologi di sekolah menjadi 
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lebih efektif alah seorang informan ISR mengatakan bahwa “sangat diperlukan kerja sama yang baik 

dengan disiplin ilmu lain”. 

Pernyataan tersebut didukung bahwa pendidikan karakter seharunya dapat terintegrasi baik 
antar disiplin ilmu maupun antar lingkungan belajar (Candiasa et al., 2021). Hal itu dikarenakan, hasil 
dari wawancara diketahui bahwa pendidikan civic ekologi adalah bentuk pendidikan karakter yang 
harus lebih banyak dilakukan dengan praktik. Mulai dari pembiasaan penggunaan botol sendiri, 
pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah sesuai jenis komposisi sampah, 
bahkan dalam lingkup keluarga yang diarahkan oleh guru untuk mengurangi penggunaan listrik jika 
tidak dibutuhkan.  

Pendidikan yang dominan dilaksanakan secara praktik dan tidak hanya berfokus pada kegiatan 
di dalam sekolah, tentu sangat membutuhkan kerja sama antar disiplin ilmu. Informan IF 
memberikan pernyataan bahwa “kendala yang saya hadapi dalam menumbuhkan rasa peduli terhadap 

lingkungan pada konteks pendidikan civic ekologi adalah kurangnya partisipasi dari warga di lingkungan 

sekolah”. Pernyataan tersebut memperkuat pentingnya integrasi disiplin ilmu di sekolah dalam upaya 

memaksimalkan pendidikan civic ekologi. Bahkan ternyata, guru pendidikan kewarganegaraan 
memerlukan partisipasi dari seluruh warga sekolah untuk membentuk karakter peduli lingkungan 
siswa. 

Sumber daya 

Sumber daya merupakan faktor penting berhasil atau tidak suatu program yang di jalankan 
dalam sebuah institusi pendidikan. Miningou et al. (2022) menyatakan bahwa semakin lengkap 
sumber daya yang disediakan dalam proses pendidikan di sekolah akan semakin baik hasil yang 
diperoleh. Sumber daya yang dimaksud tentu dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan program 
atau kebijakan yang di jalankan di suatu institusi pendidikan tersebut.  

Hasil wawancara diketahui bahwa guru banyak mengalami kendala dalam melaksanakan 

pendidikan civic ekologi di sekolah dikarenakan kurangnya sumber daya yang memfasilitasi. Secara 
dominan, informan mengatakan bahwa sumber daya yang masih sangat kurang adalah tenaga 
pendidik yang satu visi membangun civic ekologi yang baik bagi siswa, kurikulum pendidikan civic 
ekologi, dan dukungan dari pemerintah. Bahkan salah seorang informan DW mengatakan bahwa:  

“Menurut saya seharusnya semua guru juga harus meningkatkan pemahaman terhadap civic 
ekologi. Bagaimana etika dan sikap yang harus diterapkan untuk menjaga lingkungan terutama 
dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu para guru perlu memberikan teladan yang baik pada 
siswa, sehingga siswa terbiasa dengan praktik, bukan sekedar teori”. 

Berdasar pada pernyataan informan DW maka semua guru seharusnya memiliki rasa tanggung 
jawab yang sama terhadap pendidikan civic ekologi di sekolah. Hal itu dikarenakan, kualitas guru 
sebagai seorang pendidik memiliki peran sangat besar terhadap berhasil atau tidaknya suatu 
pendidikan di sekolah (DeMonte, 2013; Looney, 2011; Pharis et al., 2019; Zientek, 2007). Semakin 
berkualitas guru maka akan semakin berkualitas dan efektif pendidikan di sekolah tersebut (Hopkins 

& Stern, 1996).  

Temuan selanjutnya adalah kurang sinkronnya antara kurikulum pendidikan yang berlaku 
untuk mewadahi pendidikan civic ekologi di Indonesia saat ini. Padahal, semakin selarasnya 
kurikulum pendidikan dengan proses pendidikan yang dilaksanakan akan mempercepat tercapainya 
tujuan pembelajaran yang ditentukan (Wijngaards-de Meij & Merx, 2018). Oleh karena itu, 
pendidikan civic ekologi di Indonesia masih sangat memerlukan kerja sama dari semua pihak agar 
dapat mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) pada aspek lingkungan.  

Selain dua komponen penting sebelumnya, pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih 
maksimal kepada pendidikan civic ekologi di Indonesia. Dukungan pemerintah tentu akan sangat 
berpengaruh dari segi biaya, hingga sarana dan prasarana yang memadai di sekolah (Fu et al., 2022). 
Terlebih, jika sebuah gerakan masif dalam sekala besar sangat memerlukan dukungan dari pemerintah 
(Anyon, 2014). 
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Dapat diketahui bahwa pendidikan civic ekologi di Indonesia masih belum sempurna sehingga 

sudah sewajarnya untuk menuntut hasil yang sempurna. Banyak kendala dan kekurangan dalam 
pelaksanaan pendidikan civic ekologi di sekolah. Semua aspek memiliki peran dan kekurangan 
masing-masing yang harus segera di selesaikan secara berkesinambungan. Guru harus memiliki 
kesadaran dan visi yang sama terkait civic ekologi, hingga pemerintah yang harus proaktif 
memfasilitasi segala keperluan dalam pendidikan civic ekologi di sekolah Indonesia.  

Simpulan 

Pendidikan civic ekologi merupakan bagian dari pendidikan karakter yang berfokus 

pada lingkungan alam. Pendidikan civic ekologi sebagai bagian dari pendidikan 
kewarganegaraan di Indonesia memenuhi syarat mencapai kontinum maksimal jika dapat 
terlaksana dengan baik. Namun, pelaksanaan di sekolah yang menjadi subjek penelitian 

ditemui secara dominan mengalami banyak kendala yang sama. Kendala paling sering yang 
dialami guru di sekolah adalah peran serta seluruh warga sekolah yang masih kurang, 

kesesuaian kurikulum pendidikan yang berlaku dengan pendidikan civic ekologi, dan 
kurangnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan civic ekologi. Pendidikan civic ekologi 

akan lebih maksimal jika tidak hanya ditumpukan pada satu mata pelajaran. Semua guru 
harus mampu dan mau berkolaborasi membangun karakter peduli lingkungan yang baik pada 
setiap siswa sekolah. Dengan dukungan yang memadai dari pemerintah selaku pembuat 

kebijakan dan penyedia sumber daya yang tak terbatas bagi sekolah.   
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